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Pengantar
Puji syukur marilah kita panjatkan Kehadirat Allah
SWT karena atas limpahan Rahmat serta Hidayah-
Nya lah sehingga Laporan Tahunan Layanan

Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini

dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana
mestinya. Laporan ini disusun sebagai wujud

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Dalam laporan ini, kami menguraikan
berbagai upaya yang telah dilakukan untuk
memberikan layanan informasi kepada masyarakat,

meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, serta
mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki
kekurangan. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk
menerima saran dan masukan demi perbaikan di

masa mendatang. Harapan kami, laporan ini dapat
memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi

untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di
masa yang akan datang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat

menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap
keterbukaan informasi yang berkualitas.

Putussibau, 02 Januari 2025

PPID Utama
Kabupaten Kapuas Hulu,

HADI PRANATA,S.STP,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19810207 200003 1 001
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GAMBARAN 
UMUM

Kebijakan
Pengelolaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan

sebuah kewajiban bagi Badan Publik yang

harus dilakukan untuk memberikan akses yang

mudah bagi masyarakat dalam memperoleh

informasi yang diperlukan.

keterbukaan informasi publik juga merupakan

pondasi yang penting bagi negara untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik atau good governance, transparan, dan

akuntabel, serta mendorong partisipasi

masyarakat dalam proses penetapan kebijakan

dan pengambilan keputusan
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Adapun dasar hukum pelaksanaan layanan

Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu antara

lain :

1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016  

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik Dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat;

2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun

2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor

8/DKIS/2024 tentang Penetapan Pejabat

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2024;

4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 284

Tahun 2022 tentang Penetapan Informasi

Publik yang Dikecualikan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 134

|/DKIS/2024 Penetapan Tim Sekretariat

Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas

Hulu;

6 . S K B upa ti K apuas H u lu N omor :

133 /D k is /2024 Ten t ang Ti m

Mon i t o r i ng I su P ub li k D i K abupa ten

K apuas H u lu Tahun 2024.



Dalam melaksanakan fungsi layanan informasi dan

dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

menggunakan 4 (Empat)  platform web aplikasi, antara lain :

1. Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat )

yaitu sebuah layanan penyampaian aspirasi dan 

pengaduan masyarakat terkait layanan dan fasilitas 

publik yang dilakukan secara online dan terintegrasi;

2. Aplikasi PPID ( Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi )

yaitu aplikasi untuk menyimpan, mendokumentasikan 

dan menyediakan serta memberikan layanan terkait 

dengan informasi publik kepada  masyarakat secara

online;

3. Portal Berita Bersama (info.kapuashulukab.go.id)

yaitu portal berita yang merangkum berita dari setiap 

OPD terkait program dan kegiatan yang

      dilaksanakan oleh setiap OPD, dimana masing masing 
OPD berperan sebagai kontributor berita.

4. Aplikasi SIKEDIP (Sistem Kelola Daftar Informasi 
Publik)

       yaitu Portal informasi Publik untuk pengelolaan

layanan informasi publik, yang terintegrasi antara OPD

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan

Barat

Keempat aplikasi tersebut 
wajib dikelola oleh semua unit 
kerja daerah/OPD agar 
masyarakat Kapuas Hulu 
dapat mengakses berbagai 
informasi terkait dengan 
pemerintah daerah, maupun 
berkomunikasi dengan 
memberikan opini, aspirasi 
atau pun aduan yang nantinya 
akan ditanggapi secara 
langsung oleh unit kerja 
terkait.

Ringkasan
Pelayanan Informasi Publik
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SARANA DAN PRASARANA
PPID UTAMA

Sarana Pelayanan Informasi Publik :

1. Ruang Layanan Informasi Publik
2. 1 Meja Layanan
3. Kursi Pemohon Informasi

4. 1 Set Kursi Tunggu
5. 1 Laptop Petugas

6. Digital Signed 
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SDM PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK

Petugas layanan informasi publik

merupakan staf pada bidang

Komunikasi Idan nformasi Publik 

yang telah dibagi jadwal piket

layanan

PPID UTAMA
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No Klasifikasi Personil Tersedia

1 Personil PPID • Pembina, Pengarah, PPID , Sekretaris

dan 4 orang Koordinator Bidang.
• Staf Pengelola layanan PPID merupakan

Pelaksana pada Bidang KIP 

Diskominfotik Kapuas Hulu

2 PPID Pelaksana • Sekretaris Seluruh OPD

• Sekretaris Seluruh Kecamatan
• Kabag Umum BUMD



ANGGARAN LAYANAN INFORMASI 
PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

203.277.500
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• Tahun 2022-2023 sebesar 231,23

• Tahun 2023-2024 sebesar 19,70 %

PRESENTASE KENAIKAN ANGGARAN

Rp. 203.277.500

ANGGARAN

Rp.169.823.790

Rp. 51.270.400

TAHUN 2024TAHUN 2023TAHUN 2022
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Jumlah Permintaan
Informasi Publik
Tahun 2024

Jumlah dokumen yang tersedia di

aplikasi http://ppid.kapuashulukab.go.id/

adalah 11.631 DIP dan di aplikasi

https://sikedip.kalbarprov.go.id/berjumla

h 872 DIP.

Sedangkan permintaan informasi publik

pada Tahun 2024 melalui aplikasi dapat

langsung mendownload dokumentasi

publik yang telah tersedia, dan jika

dokumen pada arsip aplikasi tidak

ditemukan maka pemohon informasi

mengisi form permohonan pada aplikasi

PPID.

Untuk dokumen yang telah didownload

sampai dengan Tahun 2024 adalah

sebanyak 402.492 dokumen .

ONLINE

140 OFFLINE

402.492 Download dokumen

publik
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http://ppid.kapuashulukab.go.id/
https://sikedip.kalbarprov.go.id/berjumlah
https://sikedip.kalbarprov.go.id/berjumlah


Waktu Proses 
Layanan Informasi
Tahun 2024

Waktu tercepat proses layanan

yang dilaksanakan via aplikasi

pada Tahun 2024 adalah 1 hari

kalender

1

Waktu terlama proses layanan

yang dilaksanakan via aplikasi

Tahun 2024 adalah 1  hari

kalender
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Jumlah Permohonan
Dikabulkan
Tahun 2024

4 Dikabulkan melalui

ppid.kapuashulukab.go.id

4

Informasi Ditolak
Tahun 2024

Tidak ada informasi ditolak
pada tahun 2024

0
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KENDALA

EKSTERNAL/

INTERNAL



Kendala Eksternal

- Masih minimnya permintaan

informasi dari masyarakat yang

disebabkan oleh masih rendahnya

pemahaman masyarakat terhadap

kebutuhan informasi publik dan

belum mengetahui dimana bisa

memperoleh informasi publik

secara online ini terlihat belum

banyak masyarakat yang

melakukan permintaan informasi

publik melalui aplikasi;

- Masih banyak desa yang belum

memiliki website desa sebagai

sarana untuk keterbukaan

informasi publik

- Minimnya anggaran pada

kegiatan pelayanan informasi

publik menyebabkan masih

belum maksimalnya

pembinaan ke desa desa

terkait SLIP Desa

- SDM yang masih terbatas

Kendala Internal
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REKOMENDASI/

RENCANA 

TINDAK 

LANJUT



Rencana
Tindak Lanjut

▪ Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran
yang tersedia digunakan secara efektif;

▪ Melaksanakan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi
Publik melalui media sosial yang dikelola Diskominfotik;

▪ Mempertahankan indeks Keterbukaan Informasi Publik
yang sudah diperoleh dengan terus meningkatkan
pelayanan publik kepada Masyarakat;

▪ Melaksanakan Bimtek untuk pengelola informasi dan
dokumentasi tentang pengelolaan informasi dan
dokumentasi publik;

▪ Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya dengan
menghadirkan Narasumber dari Komisi Informasi dan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;

▪ Aktif menyampaikan informasi ataupun kebijakan terbaru
terkait pelayanan informasi publik pada WAG PPID
Pelaksana maupun WAG Operator Aplikasi;

▪ Mendorong desa untuk memilik website desa sebagai
sarana keterbukaan informasi publik.
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Manfaat Inovasi bagi Masyarakat  adalah :

•Dengan adanya aplikasi ppid dan e-ppid

maka mempermudah bagi pengguna

layanan untuk mengakses, memperoleh

serta meminta informasi terkait dokumen

informasi publik karena masyarakat atau

badan publik bisa memperoleh dokumen

informasi publik secara offline dan online;

•Selain itu dengan adanya fitur akses bagi

penyandang disabilitas sangat membantu

penyandang disabilitas untuk mengakses

informasi publik;

•Dengan adanya aplikasi pada android

mempermudah pengguna dalam

mengakses aplikasi dalam genggaman

dimana dan kapan saja;

•Memudahkan dalam penyimpanan data.

MANFAAT INOVASI BAGI 
MASYARAKAT



LAMPIRAN



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



REGULASI



DIP

BERKALA



DIP

BERKALA



DIP

SERTA MERTA



DIP

SERTA MERTA



DIP

SETIAP SAAT



FORM



FORM

DIBALIK FORM PERMOHONAN INFORMASI



FORM



FORM



FORM



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP



SOP
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